
 

Kebijakan Akuntansi Neraca  Hal 127 

 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NERACA 

 

PENDAHULUAN 

Tujuan 

1. Tujuan kebijakan akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian neraca 

untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Badung dalam 

rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan 

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

 

Ruang Lingkup 

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian neraca yang disusun dan 

disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, 

PPKD, dan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah. 

 

DEFINISI 

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi ini dengan 

pengertian:  

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan 

untuk membiayai kegiatan pemerintahan.  

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan 

menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.  

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik 

seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang 

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan 

kepada masyarakat. 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah 

daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 

dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, 

serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang 

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya 

yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.  
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Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua 

belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan 

oleh masyarakat umum. 

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa 

lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang 

memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.  

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya 

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. 

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara 

aset dan kewajiban pemerintah daerah.  

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan 

oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan 

untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi 

adalah SKPD dan PPKD. 

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas 

akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah 

Daerah.  

Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang merupakan 

gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai 

satu entitas pelaporan tunggal.  

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua 

laporan keuangan tahunan.  

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.  

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang 

memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan. 

KLASIFIKASI 

5. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset 

lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban 

jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.  

6. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan 

kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau 

dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-

jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua 

belas) bulan.  
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7. Apabila suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyediakan barang-

barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya 

klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan 

informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi 

berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.  

8. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk 

menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi 

tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan 

cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset 

lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 

pendek dan jangka panjang.  

9. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: 

(a) kas dan setara kas;  

(b) investasi jangka pendek; 

(c) piutang; 

(d) persediaan;  

(e) investasi jangka panjang;  

(f) aset tetap; 

(g) kewajiban jangka pendek; 

(h) kewajiban jangka panjang; 

(i) ekuitas. 

10. Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika penyajian 

demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas 

akuntansi/entitas pelaporan.  

 Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-

faktor berikut ini:  

(a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;  

(b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan; 

(c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.  

11. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar 

pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas 

dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang 

diestimasikan.  

 


